
BUPATI SUMENEP 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 

NOMOR 9 TAlIUN 2018 

TENTANG 

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN 

UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMENEP, 

Menimbang: a .. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan 

prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan, 

perlu dilakukan penyediaan prasarana, sarana dan 

utilitas pada kawasan perumahan; 

b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan 

prasarana, saran a dan utilitas pada kawasan perumahan 

perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana, sarana 

dan utilitas pada kawasan perumahan oleh pengembang 

kepada pemerintah daerah; 

c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam 

penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan 

utilitas pada kawasan perumahan, perlu adanya 

pengaturan berkenaan dengan penyediaan dan 

penyerahan prasarana, sarana dan utilitas; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu rnenetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan 

Perumahan. 
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Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930), 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 

ten tang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2043); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3029); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Unda.ng Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawa.san Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor· 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5188); 
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9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

5234); 

10. Undang-Undang Republi.k Indonesia Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan .Kedua 

atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan 

lembaran Negara Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Repuhlik Indonesia Nomor 27 

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5145); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3372); 

14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 
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15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 

Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan 

Perumahan clan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615); 

16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5883); 

17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan 

Penyelenggara.an Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia NomoI' 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman 

Keserasia.n Kawasan Perumahan dan Permukiman; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan 

Permukiman di Daerah; 

20.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penye1enggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan hun ian 

Berimbang sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri 

Perumahan rakyat Nomor 7 Tahun 2013; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Penataan Perumahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 6). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP 

dan 

Menetapkan: 

BUPATI SUMENEP 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN 

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 

PADA KAWASAN PERUMAHAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep. 

2. Bupati adalah Bupati Sumenep. 

3. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik 

daerah. 

4. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hun ian yang 

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang 

layak, sehat, aman dan nyaman. 

5. Sarana adalah fasilitas lingkungan hunian yang berfungsi mendukung 

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan 

ekonomi. 

6. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 

7. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyediaan aset 

berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan yang 

tertuang dalam izin rencana tapak oleh pengembang. 

8. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan aset 

berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dari 

pengembang kepada Pemerintah Daerah. 

9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, 

baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah 

yang layak huni. 
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10. Kawasan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi 

dengan prasarana dan sarana lingkungan dan terdiri atas kawasan 

perumahan tidak bersusun dan rumah susun. 

11. Pembangunan kawasan perumahan horizontal adalah kegiatan 

pembangunan kawasan perumahan yang dibuat di atas kavling-kavling 

terpisah sesuai rencana tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh 

pejabat yang berwenang. 

12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari 

perolehan lain yang sah. 

13. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati 

untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kawasan 

perumahan kepada Pemerintah Daerah. 

14. Masyarakat adalah penghuni perumahan, atau asosiasi penghuni 

untuk rumah susun yang tergabung dalam Rukun Tetangga (RT). 

15. Pengembang adalah setiap orang yang menyelenggarakan. 

pembangunan pelumahan beserta sarana dan prasarananya. 

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 

17. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah 

areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi 

setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang 

pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

18. Rencana Tapak (site plan) adalah rencana teknis peletakan bangunan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu 

proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

19. Lahan Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk 

dimanfaatkan kegiatan pembangunan diatasnya. 

20. Izin Mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat 1MB adalah izin 

yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang, pribadi, atau badan 

hukum untuk mendirikan suatu bangunan. 

21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian 

dari ruang terbuka hijau suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, 

tanaman, vegetasi (endemic, introduksi) guna mendukung manfaat 

langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka 

Hijau tersebut yakni keamanan, kenyamanan, dan keindahan. 
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22. Koefisien Dasar Hijau adalah angka prosentase perbandingan antara 

luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi 

pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah/ daerah perencanaan 

yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. 

23. Kompensasi penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah 

alternatif atau pilihan bentuk penyediaan TPU sebagai kewajiban yang 

harus disediakan oleh pengembang yang dikonversikan dalam bentuk 

uang dan disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya 

dibelanjakan untuk penyediaan TPU oleh pemerintah daerah. 

BAB II 

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP 

Bagian Kesatu 

Asas 

Pasa12 

Penyediaan dan Penyerahan prasarana, saran a dan utilitas oleh 

pengembang dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsi 

sosial, manfaat, kepastian hukum, penataan ruang, dan pembangunan 

berkelanjutan. 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasa13 

Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas oleh 

Pengembang dilaksanakan dengan tujuan yaitu: 

a. menjamin keberlanjutan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan 

prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan perumahan; 

b. memberikan kepastian hukum dalam bentuk pemanfaatan prasarana, 

sarana dan utilitas baik bagi masyarakat, Pemerintah Daerah dan 

pengembang. 
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Pasal4 

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan 

pnnSlp: 

a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan 

utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat 

untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, 

sarana, dan utilitas; 

b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas 

yang dapat dipertanggungjawabkan sesual dengan ketentuan 

perundang-undangan; 

c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, 

sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai 

dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Bupati, serta kondisi 

dan kebutuhan masyarakat; 

d. keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan 

prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di 

lingkungan perumahan dan permukiman; dan 

e. keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah 

prasarana, sarana, 

peruntukannya. 

dan utilitas sesual 

BABIII 

menJamm 

dengan 

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN 

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 

Bagian Kesatu 

Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Pasa15 

keberadaan 

fungsi dan 

(1) Proporsi pemanfaatan untuk pengembangan lahan sampai dengan 25 

Ha adalah 70:30 (tujuh puluh berbanding tiga puluh). 

(2) Proporsi pemanfaatan untuk pengembangan lahan 25 Ha sampai 

dengan 100 Ha adalah 60:40 (enam puluh berbanding empat puluh). 

(3) Proporsi pemanfaatan untuk pengembangan lahan lebih besar 100 

Ha adalah 55:45 (lima puluh lima berbanding empat puluh lima). 

(4) Proporsi lebih rinei. dari pemanfaatan lahan efektif dan lahan bukan 

hun ian disesuaikan dengan izin rencana tapak. 




























